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DAERAH TINGKAT 11 KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIKEPALA DAERAIL TINGKAT [ KUDUS

bahwa dengan 1clah ditctapkannya Undang-undang  Nomor 18 Tahun 1997 tentang,
Patak Dacrah dan Retibusi Dacrah, maka Peraturan Dacrah tentang, Pajak Pencrangan
Jalan di Kabupaten Dacrah Tingkat Il Kudus perlu diganti -

bahwa untuk melaksanakan penycsuaian maten tersebut di atas, dipandang petlu untuk
menyusun dan menctapkan kembal Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat [1
Kudus Nomor 12 Lahun 1987 tentang, Pajak Penerangan Jalan -

bahwa schubungan dengan maksud tersebut hurut a dan b di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [1 Kudus,

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  Dacrah-dacrah
Kabupalen dalam linghungan Propinst Jawa Tengah,

Undang-undang Nomor § lahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (l.embaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan [embaran Negara Nomor 3209)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan I embaran Negara
Nomor 3262)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan [embaran Negara Nomor
3684).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retnbust Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan [embaran Negara Nomor
3685).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Lahun 1997 Nomor 42, lambahan Lembaran Negara Nomor
3686).

7. Undang .
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( 1 embaran
Negara Tahun 1999 Nomer 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Dclaksanaan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembahan Negara Nomor 3258).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3621).

Keputusan Menteni Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan,

Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara
Pemungutan Pajak Daerah

Keputusan Mentenn Dalam  Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur
Pengesahan Peraturan Dacrah tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 ientang Kritcna Wajib
Pajak vang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tatacara Pembukuan.

Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara
Pemeniksaan i Bidang Pajak.

Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat I Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang
Penyidik Pegawai Negen Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IT
Kudus (Lembaran Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat I Kudus Tahun 1988 Nomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan ¢

a.

b.

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat I Kudus ;
Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Dacrah Tingkat I Kudus ;
Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Kudus ;

Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Kudus ;

¢. Bagian ...
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Ragian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariar Wilayah/Daerah Tingkat IT Kudus ;

Perusahaan Perseroan, PT. PLN (Persero) vang sclanjutnya disingkat PLN adalah Badan
Usaha Milik Negara yang bergerak dalam Pidang Usaha Ketenagalistrikan scsuai peraturan
perundang-undangan yang berfaku |

Pajak Penerangan Jalan yang sclanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik ;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atan Badan yang menurut ketentuan Perafuran Daerah
imi ditetapkan untuk melakukan kewajiban perpajakan ;

Badan adalah suatu bentuk Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, pcrsckutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau

organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, beniuk usaha lelap seria bentuk badan
usaha lainnya |

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat SPOPPJ
adalah surat yang digunakan olch Wajib Pajak untuk mclaporkan perhitungan dan
pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah ;

Sural Scloran Pajak Dacrah yang selanjuinya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke
Kas Daerah atau ke terpat lain yang ditetapkan oleh Kepala Dacrah ;

Surat Ketctapan Pajak Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan
vang menenfukan besarnya jumlah pajak yang terutang, ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang DBayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan ;

Surai Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar yang selanjuinya disingkat SKPDLB adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebth besar darni pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang |

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
kepulusan yang menentukan jumlah pajak vang lerulang sama besamya dengan jumlah
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ,

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
mclakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan |

Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;

s. Pemeriksaan .....
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(1)

(2)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah
data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dacrah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
dacrah ;

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakan dacrah yang terjadi serta menemukan tersangkanya,

BAB I
NAMA, OBYLK DAN SUBYLK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungnt pajak atas setiap penggunaan
energi/tenaga listrik,

Tenaga listrik scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah energi/tenaga listrik arus
bolak-balik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Obyek Pajak adalah setiap penggunaan energ listrik di Wilayah Daerah.

IDnkecualikan dani obyek pajak adalah -

a. penggunaan ¢nergVienaga listik oleh Instanst Pemenintah Pusal dan Pemerinlah
Daerah ;

b. penggunaan energitenaga listik pada tempat-tempat yang digunakan oleh

Perwakilan Asing dan lembaga-lembaga intemasional dengan asas fimbal balik

schagaimana berlaku untuk pajak negara ;

¢.  penggunaan tenaga hstiik yang berasal dan bukan PLN dengan kapasitas tertentu
yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait ;

d. penggunaan energi/tenaga listrik lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dacrah.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan encrgi/tenaga listrik.

(1)

BAB 111
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal §

Dasar pengenaan pajak adalah Nilad Jual Energi Listrik.

{2) Nilai .....
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a. dalam hat energitenaga lstrik berasal dari PIN dan bukan PI denean
pombavaran, Nila Jual Eucrpi Listok adalabi Bosarmna laginan biava p;r.'.st.;.mi

bistrek / rekenme Jistok,

dalam hal tenaga listrik dan bukan PLN dengan udal dipungut bavasan, D ala Jud!

fenaga Listnk dihstung berdasarkan kapastas tersedin harea <atuan histnk vane

berlaku di wilayah Dacrah.

oleh hepala Daerab dengan berpedoman pada haroa <aiuan hemb, vang herizin untuk
PIN

Harga Satwan 1 sstnb sebagamana dmaksud pada ayat (2) homt b Pacal i ditztapkan

PPagal 6

Fanp Pagak duletaphan sehaga benkul

(1

(2)

P'enggunaan tenaga hstnk vang berasal dan PN untuk
(sembnlan persen) ;

I’enggunaan tenaga hstrik vang berasal dan I'LN, untuk Industn schesar 3 % (tiga persen) |
Penggunaan tenaga hsink vang berasal bukan dan PLN, Non Indusin sebesar § %6 (ima

Son Industr sebesar 9 Yo

persen)

Penggunaan tenaga listiik yang berasal bukan dan PT N Industn sebesar 5 % (lima
prIsen)

BAB TV

WILAYAH PEMUNGU AN DAN TATACARA
PFRHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Pajak vang terutang dipungut di wilayah Dacrah.

BEesamya pajak terutang dilutung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tanp
pajak sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 6 Peraturan Daerah im

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAR TERUTANG

Pasal 8

Masa pajak adalah jangha wakiu icrientu vang lamaiiya satu bulan takwiti

Pasal ©

Saat Pajak terutang adalah sejak diterbitkanya SKPD.

BAB VI...
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BAB VI
SURAT PEMBERITAHIUAN OBY FK PAJAK

Pasal 10

Wagih Pajak vanp, menggunakan tenaga listrik bukan I N wajib mengisi SPOPPT

SPOPP) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dissi dengan jelas, benar dan
lenghap serta diandatangam oleh Wapb Pajak atau kuasanya.

Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik PIN, rekening listrik yang diterbitkan
oleh PLN merupakan SPOPY)

Bentuk, st dan tatacara pengisian SPOPPT ditetapkan oleh Kepala Dacrah
BAR VII
PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Berdasarkan SPOPPJ sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 10 Peraturan Daerah ini
Kepala Dacrah menctapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD

Bag Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik vang berasal dan PLN, rekening
listrik berlaku pula sebagai SKPD

Bentuk . isi dan tatacara penerbitan SKPI) scbagaimana dimaksud ayar (1) Pasal ini
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12
Dalam jangka waktwu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah
dapat menerbitkan SKPDKB'I apabila ditemukan data baru dan atau data vang semuia
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak vang terutang,
Jumlah kekurangan pajak vang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 %o (seratus
persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 13
Kepala Daerah dapat menerbitkan SPOPPJ apabila :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar :
b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumlah .
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(2)

PJ sehagaimana dimaksud ayal (1)

nistrasi berupa bunga sebesar
scjak saal

Tumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPOP

huruf a dan huruf b Pasal ini ditambah dengan sanksi admi '
2 % (dua pemscn) sctiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan

terutangnya pajak.

KPDKBT vang tidak atau kurang dibayar

Pajak vang terutang menurut SKPD dan S
eripw 5 anksi administrasi berupa bunga sebesar

sctelah jatuh tempo pembayaran dikenakan s
2 9% (dua persen) sebulan, ditagih melalui SPOPPJ.

BAB VI
TATACARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 14

Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Kepala Dacrah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam

SKPD, SKBDKBT dan atau SPOPPJ.

Pembayaran pajak yang (crulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal i dilakukan
dengan menggunakan SKPD), kecuali penggunaan listrik yang berasal dari PLN.

Pasal 15

Pembayaran pajak harus dilakukan sckalyrus atau lunas,

Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya
SKPD, SKPDKBT, STPD, Sural Kepulusan Pembelulan, Sural Kepulusan Keberatan
dan Putusan Banding yang menychabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
Kepala Dacrah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang

ditcntukan dapat memberikan persctujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau
menunda pajak terutang dalam kurun waktu fertentu, pembayaran pajak dengan

dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak, angsuran dan penundaan
akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16
Pajak yang terutang berdasarkan SKPD), SKPDKRT, STPD,  Surat Keputusan
Pgn1bctulan, Sur.z}l Keputusan keberatan dan putusan Banding vang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagth dengan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdas
yang berlaku, arkan perundang-undangan

BAB X ...
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RARB X
KERERATAN DAN BANDING
Pasal 17

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dacrah atau pejabat
yang ditunjuk atas suatu

a. SKPD |

h. SKPDKBT ;

¢. sKPDLD

Kcberatan diajukan sccara tertulis dalam bahasa Indoncsia dengan alasan-alasan yang
ielas,

Dalam hal Wapb Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan,
Wajib Pajak harus dapat membuklikan ketidakbenaran ketetapan pajak terschbul.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat, tanggal pemolongan atau tanggal pemungutan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ifu tidak
dapat dipenuln karena keadaan di luar kekuasaannya,

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
(3) Pasal ini, tidak dianggap scbagai surat keberatan, schingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan
penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Kepala Dacrah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak vang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Kepala
Dacrah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 19
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah .

Pemohonan scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indo'ncslia , dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga ) bulan sejak
keputusan diterima dilampini salinan dani Surat Keputusan tersebut.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak. .

Pasal 20 ...



Pasal 20

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan scbagian atau scluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga scbesar 2 % (dua persen)
scbulan untuk paling lama 24 (dua puluh ¢mpat) bulan.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKST ADMINISTRASI

Pagal 21
(1)  Kepala Dacrah karcna jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan

SKP'D, SKPPDKBT atau STPD yang dalam pencrbitannya tordapat  kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan

perpajakan dacrah,
(2)  Kepala Dacrah dapal
a. mengurangkan atau menghapus sanksi administrai berupa bunga, denda dan kenaikan

pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi ferschbut  dikcnakan karcna kekhilafan Wajib Pajak atau bukan

karcna kesalahannya |
b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(3) Tatacara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan atau pengurangan atau
pembatalan ketctapan pajak scbagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur dan
ditetapkan lebih lanjut olch Kcepala Daerah.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pusal 22

(1)  Kepala Dacrah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
PENCEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 23
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dan menyebutkan
sekurang-kurangnya :

A nama ...
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A nama dan alamar Wajib Pajak ;

b. masa Pajak ,

¢ besamya kelebihan pembayaran pajak ;
d. alasan yang jclas.

Kepala Dacrah dalam jangka waktu paling lama 6 ( cnam ) bulan sejak dj'f’d"}"'"_}"‘:
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak scbagaimana dimaksud aya

(1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampau, Kepala

Dacrah tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan p.cmbayar:fn
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDI R harus diterbitkan dalam waktu paling lama |

(satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajalf
scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal i, langsung diperhilungkan unluk melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan
scjak ditcrbitkannya SKPDLB.
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2

(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah membenikan imba]lan bunga
scbesar 2 % (dua persen) sebulan alas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 24

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan sccara tertulis kepada

Kepala Dacrah dengan menyebutkan :

a. masa pajak ;

b. besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
¢. alasan yang jelas,

Permehenan pengembalian pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui
pos iercatat.

Bukti penerimaan oleh pejabat dacrah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan
bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Dacrah.

Pasal 25
Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebthan Pajak.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhutungkan dengan utang pajak lainnya
sgbagzu’mana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 32 Peraturan Daerah ini, pembayarannya
dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukvan juga berlaku

scbagal bukii pembayaran,
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3)

BAR X1V
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26
lllak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa sctclah melampaw jangka waktu 3
(lma) tahun terhitung scjak saat tertangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak

melahuban tndak pidana di ndang perpajakan dacrah,

Kedaluwarsa penagihan pajak scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh
apabila

& duterbitkan surat tepuran dan surat paksa atau |
b ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Puasal 27
Wajib Pajak yang memenuhi kriteria fertentu wajib menyclenggarakan pembukuan.

Kniteria Wajib Pajak schagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan tatacara pembukuan
diatur olch Mentert Dalam Neger,

Pasal 28
Kepala  Dacrah  berwenang  melakukan  pemeriksaan  untuk  mengupi  kepatuhan
pemenuhan kewapban  perpajakan  dacrah dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan dacrah.
Wapb Pajak vang dipenksa wapb

a. memperlihathan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak terutang :

b. memberikan Kesempatan untuk memasuka tempat atau ruangan yang dianggap perlu
dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;

¢. memberikan keterangan yang diperlukan,

L atacara pemeriksaan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman
pada Keputusan Menteri Dalam Neger.

BAB XVI.....



(1)

2)

BAR \VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

Wajib Pajak vang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOPP] atau mengist
dengan tidak benar atau tidak lengkap atan mclampirkan ketcrangan yang tidak benar
schingga merugikan kevangan Dacrah dapat diprdana dengan pzd‘m‘m kurungan paling,
lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) Kali jumlah pajak yang

terutang,

Wajib Pajak vang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOPPJ atau mengist d:fngan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang, u'dalf benar schingga
merugikan keuangan Dacrah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terufang,

Pasal 30

lindak pidana schagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Dacrah ini tida!c dapat
dtuntut sctelah melampaui jangka waktu 10 (scpuluh) tahun scjak saat terutangnya pajak alau

berakhimya Masa Pajak

(hH

(2)

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 31

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerntah Dacrah diben wewenang
khusus sebagair Penyidik untuk melakukan penyidikan tndak pidana di bidang
perpajakan dacrah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang ITukum Acara Pidana
Wewenang Penvidik sebagarmana dimaksud dalam avat (1) Pasal ini adalah

menenma. mencan, mengumpulkan dan menehitl kelerangan alau Japoran berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lengkap dan jelas |

4.

menclit, mencan dan mengumpulkan ketcrangan mengenai orang pribadi atau
badan tenlang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana perpajakan daerah rersebut ;

menenma kelerangan dan bahan bukb dan orang pnbadi atau badan schubungan
dengan tindak pidana di hidang perpajakan dacrah

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah |

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain. serta melahukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut |

f. meminta
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f n‘u:minla bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah :

& menyuruh berhenti, melarang scscorang meninggalkan mangan atau tempal pada
Saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memenksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf ¢ ;

h. memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan dacrah |

memanggil orang untuk didengar ketcrangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi ;

1. menghentikan penyidikan ;

melakukan tindakan lain yang perli untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan dacrah menurut peraturan perundang-undangan yany berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal i memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum
sctelah berkoordinasi dengan Kcepolisian Negara Republik Indoncsia, scsuai dengan
ketentuan vang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.
BAB XVIII
PELAKSANA DAN PENGAWASAN
Pasal 32

(I)  Pelaksana alas ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pendapalan Dacrah.

(2)  Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Bagian Hukum.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Dcngan' berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting -
k’at I Kudus Nomor 12 [ahun 1987 lentang Pajak Pencrangan Jalan (Iembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Kudus Tahun 1993 Nomor 5), dinyatakan tidak berlaku lagi.



.‘n

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 fentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemernintah quqr
19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis

pajak Daerah Tingkat IL
Sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut,

pelaksanaan pemungutan pajak pencrangan jalan diatur dalam Pcr‘aturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat I Kudus Nomor 12 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan

Jalan.

Pemungutan pajak pencrangan jalan sebapaimana diatur dalam Peratuan Daerah
tersebut di atas. pelaksanaannya di lapangan dapat Iebih diintensifkan dengan
ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 berikut peraturan pelaksanaannya
schingga akan dapal meningkatkan Pendapalan Asli Daerah karena adanya perluasan
ohyek pajak yang berasal dari tenaga hstrik bukan PIN dan dicantumkannya sanksi
hukum kepada pelanggar pajak, penyidikan dan dasar pengenaan pajak vang dikaitkan
dengan nilai jual tenaga listrik, pengadministrasian perpajakan daerah yang memberikan
kepastian hukum tcrhadap Wajib Pajak maupun potugas pajak dacrah

Berkaitan dengan maksud-maksud tersebut di atas, periu segera untuk
melaksanakan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12
Tahun 1987 ierscbut dan mengaiur Aembali dengan menelapkannya dalam Peraturan
Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat 1T Kudus tentang Pajak Penerangan Jalan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 35 - Cukup jelas
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampar denoan Pasal 3 cukup jelas
2' at 7|h7n1 1 b

Pasai 3 avat (2) hurut ¢ akan ditctapkan fcbih lanjut olch Kepala Dacrah dengan

4 ‘ mempertimbanghan Lemampuan mg asyarahat,
Pasai 3 avat (2) hurui d - cukup jelas
ampat dengan Pasal 35
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